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Tesisini membahas pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dari
pasangan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pasangan suami istri yang hendak
bertindak atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun permasalahan
yang diangkat dalam tesis ini adalah pengalihan hak terhadap objek harta bersamayang dibuat oleh PPAT
tanpa adanya persetujuan pasangan suami istri terhadap pihak ketiga. Permasalahan berikutnya adalah
tanggung jawab PPAT atas jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yang berbentuk Y uridis
normatif dengan melakukan studi dokumen atas data sekunder. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa
persetujuan pasangan melalui aktajual beli yang dibuat oleh PPAT tidaklah sah karena tidak memenuhi
syarat sahnya akta jual beli. Dengan tetap dibuatkannya akta jual beli tersebut terjadilah perbuatan melawan
hukum sehingga akta tersebut batal demi hukum. Pembeli yang beritikad baik dalam melakukan jual beli
harus dilindungi oleh hukum, PPAT harus mempertanggungjawabkan secara perdata dan administratif guna
memberikan efek jerabagi PPAT karenajabatan PPAT merupakan jabatan kepercayaan sebagai
perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional

This thesis discusses the transfer of rightsto land which is joint property without the consent of the spouse.
Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law requires that a married couple wishing to act on joint assets
must obtain the consent of both parties. The problem raised in thisthesisis the transfer of rights to objects of
joint property made by Land Deed Official without the husband and wife's consent to athird party. The next
problem is Land Deed Official's responsibility for the sale and purchase. This research uses a normative
juridical method by conducting document studies on secondary data. The analysis uses a qualitative
approach. The result of thisresearch isin the transfer of rights to land which is ajoint property without the
partner's consent through a sale and purchase deed made by illegitimate because it does not meet the valid
requirements of the sale and purchase deed. With the sale and purchase deed still being made, there is an act
against the law so that the deed is null and void. Buyers who have good intentions in buying and selling
must be protected by law, Land Deed Official must be accountable civil and administratively to provide a
deterrent effect for Land Deed Official because the position of Land Deed Official is a position of trust asan
extension of the National Land Agency
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